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ABSTRAK

Fenomena yang berkaitan dengan masalah kinerja yang menunjukkan belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari
3 indikator yaitu pada aspek produktivitas, responsivitas,dan kualitas pelayanan. Pada produktivitas, masih
belum optimal, terlihat tenaga tidak sesuai dengan bidangnya sehingga pekerjaan tidak dilakukan dengan efektif
dan efisien. Mengenai kualitas pelayanan pembmaa@.dawpelanhan Unit Pelatihan Industri Kecil dan Menengah
belum mampu menjangkau semua Kabupa;enr K'ota secara |uasy “sehingga untuk memberikan pelayanan sedikit
terhambat. Selanjutnya responsivitas, yang ditunjukkan dengan kesel?ar'asan antara pelayanan dan kebutuhan.
mengenai kemampuan yang dimiiKi  masih belum efektif, sehingga untuk mér&mon dalam melakukan pelatihan
sesuai dengan kebutuhan belim optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengewhw Kinerja Unit Pelatihan
Industri Kecil Menengah Dinas Perindusttian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan B'arat Pada penelitian ini
peneliti menggunakah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskrlptlf Kesi mpulan“ﬂarl hasil penelitian
ini menunj ukkgn’ bahwa produktivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas dalam menjalankan*beberapa tugas
dan fungsi nya masi h rendahrsehingga berdampak kepada Kinerja yang masih belum optimal. Akhi rhya, peneliti
membenkan rekomendasinya kepada Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah Dinas Peri ndustrran dan
Perdagangan Provinsi; Kalimantan Barat diharapkan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusa,
menmgkatkan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, serta’ meningkatkan sarana dan prasarana, sehi ngga
diharapkan mampu’ bekerja secara efektlf dan lebih balk serta mampu untuk menjalankan tugas dan fungs!
s‘icara baik dan benar. L = i
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Research on training unit small and medium i |n n&ddepa:t\‘lent of industry and commerce west Kalimantan

provﬂace there is arelated phenomenon with perl' rm %W ich demonstrates not yet maximum. That in \'new
of the there indicators, namely the aspect Produéfrvlt uality Service and Responsiveness. On produktlwtas
still notjoptimal, visible energy fields so that did not sumjhejob is not done effectively and efficient. The gquality
of coacﬁ.ng and traning services, training.unit small and medium industries have not been able to reach all
districts ér;e widely, so as to provide a little late. Subsequent responsiveness as indicated by the alignment
between sefivices and needsthe capabilities are till not effective, so as to respond in-accordance withi the needs
of training i ‘Q not optimal. Purpose of study is Tnvestigate-the performance of small and medium industrial
training unit départment of industy and commerce west Kalimantan province. Researchers in thig'study used a
qualitative appfoach with descriptive research. Conclusians from the results of this study Shows that the
productivity of setvice quality and responsiveness in carrying out its duties and functions are&till some low so
that the impact on performance is still not optimal. Researchers eventually gave her recommendations to the
training unit small aﬁa—medLum industries department of industry and commerce west” Kalimantan province
expected to further improve human resouree, mproving educations-ane=skil1S possessed, and improve facilities
and infrastructure, that are expected to work effectively and better and able to perform the duties and functions
well and correctly.

Keyword: performance small and medium industrial training unit, Productivity, Quality Service and
Responsiveness
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang
berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik
materil  maupun spiritual. Sebagai Negara yang
berkembang, Negara Republik Indonesia tengah
menggalakan pembangunan di segala bidang, yaitu
pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum
dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk
mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  untuk
mensgjahterakan rakyat Indonesia secara adil dan
makmur. Kelangsungan suatu Negara tidak terlepas dari
dukungan semua pihak, baik itu perorangan atau instansi

yang berperan aktif meningkatkan dan menggafakan™e.,

pembangunan nasional. - -

Kinerja  dapat  menentukam* “adanya  suatu
pemerintahan yang kuat, stebl‘ﬁ dan beribawa dan
didukung aparatur Negaa yang sempurna. Suatu
organisasi akan berhgﬁ'ﬂ'apabila mempunyai-rencana dan
tujuan yang Jelas dan mengetahui “apa yang akan
d|Iakwnakanu_ﬂntuk mencapai. tujuan tersebut. Tujuan
organisasi .ékan tercapai-apebila orang-orang yang ada
didalamyorganisasi tersebut bekerja sama dan mengetahui
apa tugas masing-masing. Maka dari itu perlu d|perlukan
adanya sistem kegjasama yang baik untuk « mencapai
thjuan dan sistem yang sudah direnéanakan secara

sama-sama agar bisa mencapai keinginarn dan prosedur
disitulah adanya’kerjasama yang
b!!nk dan g¥ompakan, didalam melaksanakan jsammies
organisasi yang dikerjakan bersama-sama. .

| Terselenggaranya good governance pada era
ref@rmasi  ini  merupakan prasyarat bagi isetl
pemerintahan termasuk pemerintahan daeralit " dal
rangka untuk mewujudkan visi, mis, daraltuman
organisas serta mengakomodasi aspirasi m@}aral(aﬂ
Berkerian dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggung jawab yang teq&
jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan wewenang,
tanggung jawab serta tugas pokok .dan fungs masing-
masing pen’y’el enggara pemerintahan.

Dinas 'Rerindustrian dan Perdagangan Proving= "~
Kalimantan Barat memiliki 4,Unit Pelayanan Teknis

(UPT) yaitu: %,

1. Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak.

2. Unit Pelayanan Kemetrologian Singkawang.

3. Unit Pengawasan darm™Seuifikas Mutu Barang

Provinsi Kalimantan Barat. e —

4. Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah (UP-IKM)

Provins Kalimantan Barat.

Dengan wilayah kerja di 14 Kab/Kota se-
Kalimantan Barat dengan tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis sektor industri dan perdagangan berdasarkan
undang-undang yang berlaku. Masing-masing unit ini
memiliki fungsi dan fasilitas yang sesuai dengan
bidangnya, setiap unitnya adalah sebagai unit pelayanan
untuk masyarakat yang menjalankan usaha industri dan
perdagangan.
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" salalt satu lembaga pemerintahan yang berger

Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah (UP-IKM)
Provinsg Kalimantan Barat merupakan salah satu Unit
Pelayanan Teknis (UPT) yang berada dibawah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provins Kalimantan
Barat. UP-IKM secara teknis mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas teknis dibidang pelatihan
industri kecil menengah  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan UP-IKM
Provinss Kalimantan Barat pertama kali dibentuk
berdasarkan atas SK Gubenur Kaimantan Barat Nomor
404 tahun 2001 tentang SOTK Unit Pelatihan Industri
Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan terakhir
diperbaruhi kembali dengan SK Gubenur No. 24 tahun
2009 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata
_kerjaUP-IKM Provinsi Kalimantan Barat.

*Berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Provinsi
Kalimaritan,_Barat Nomor 24 tahun 2009 tentang
perubahan st OK, UP-IKM Provinsi Kaimantan barat
terdiri dari: Kepala Ynit, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi
Penyelenggaraan PelatThaq,_ Seksi Bimbingan Pasca
Pelatihan, Kelompok Jabatan Fungsional.

Era globalisasi semua orgamisasi baik pemerintah
maupun swasta dituntut untuk meningkatkan kinerja dan
daya saing. Untuk dapat memasukiy pasar global,
organisasi harus bekerja efektif dan efisie'h,hyang sangat
ditentukan oleh kualitas dan pelayanan darforganisas
yang Bersangkutan. Oleh karera itu, UP-IKM sebagai
di bidang
peldtihan akan selau berusaha _untuk memberikan
pembinaan, bimbingan dan pelayanan menengah yang ada
di Kaimantan Barat ini. Sebagal.kensekuensinya, UP-
IKM harus berperan aktif dan bekerja sama dengan
lembaga baik dalam pembinaan sindustri kécn sebagai

*-"rmtra kerja utama untuk memajukan industri kecil,
| ’khususnyayang ada di Kalimantan Barat. _ﬂ'
_:,,-_; Setiap organisas memerlukan dukungan kinerja

yang baik dalam mencapai tujuan orgahimsinya yang
maksimal. Terkait dengan fenomena masalah kinerja, UP-
IKM “Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat.adalah salah satu |"hstan51 pemerintah
yang--bertugas dalam bidang |nqustr| Pembangunan
sektor industri-secarasintensif dan yang kokoh diarahkan
untuk menumbuh kembangkan® industri di  Provins
Kalimantan Barat dalam menghadapi persaingan global,
dengan mengutamakan industri melalui  peningkatan
pengetahuan dan ketrampﬂan sumber daya manusia
dengan pe(kambaﬂgah iimu pengetahuan dan teknologi
(TPTEK), serta peningkatan pelayanan dan kemampuan
SDM UP-IKM Provinsi Kalimantan Barat. Namun
demikian, dalam upaya menciptakan kinerja UP-IKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provins
Kalimantan Barat nampaknya masih terdapat banyak
kendala yang dihadapi, sehingga sulit untuk mencapai
tujuan organisasi.

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah
(Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan)
kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi
aparatur Negara sebagai abdi masyarakat. Pada era
otonomi daerah, fungs pelayanan publik menjadi salah
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satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi
pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis
berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan
pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh
masyarakat.

Kebijakan itu ternyata tidak secara otomatis
menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh
instansi pemerintah yang selama ini bercitra buruk,
berbelit-belit, lamban dan berbiaya mahal. Hal tersebut
berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai
peraturan pemerintah tersebut disosialisasikan di kalangan
aparatur pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana
infrastruktur pemerintahan, dana, sarana, teknologi,
kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja

organisas  disiapkan untuk menopang  pelaksArTaaT .,

berbagai peraturan tersebut, sehingga kipeffa pelayanan
publik  menjadi  terukur dan = d%\pat dievaluasi
keberhasilannya.

Selain kebijakan pemenntah upaya mewujudkan
kinerja pelayanan pdbhk di lingkungan’; unit kerja
pemerintahan yamg terukur “ 'dan dapat dievaluas
keberhasilannyd, pemerintah ‘daerah perlu memiliki dan
menerapkan™ Prosedur "Kerja yang standar (Standar
Operasiona Prosedur/ SOP), acuan untuk melaksanakan
tugas-pekerjaan sesual ‘dengan fungs dan alat penilaian
ki ne’rja instansi pemenntah berdasarkanjindikator teknis,
aflministratif dan procedural sesuai derigan tata kerja,

Qrosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja=myangs

bersangkutan.

SOP yang disusun di UP-IKM Dinas Perlndustrlan

dah Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat pada baglant

pelatihanterdiri dari:

a | SOP Seks Penyelenggaraan Pelatihan, mellpun |"

1. SOP persiapan pelatihan. e +1

2. SOP pelaksanaan pelatihan. ;[ Vi
3. SOPevaluas pelatihan. . I 4

b. SOP Seksi Bimbingan Pasca Pelatihan, mel |pu‘t| k.
1.%.SOP pendampingan IKM pasca pel atihan. l?
2. ’S_OP bimbingan IKM pasca pelatihan. a3
3. SOP pameran.

4, UJI pasar.
5. SOPjpelayanan klinik kemasan. - 2
UP-IKM Vang secara teknis mempunyai tugas pokok

s

melaksanakan sébagian tugas teknis dibidang pelatihan -*

dan pacsa pelatihan industi kecil menengah berdasarkan
peraturan perundangv.undangan yang berlaku. Tugas
pokok UP-IKM Provins™Kalimantan Barat adalah :
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas™di*bidang
pelatihan industri kecil menengah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pada SOP standar
penyelenggaraan pelatihan, kualifikasi pelaksana di UP-
IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat harus memiliki pendidikan minimal D3,
memiliki keterampilan teknis, dan memiliki sertifikat
fasilidator (TOT) sesuai dengan dasar hukum Pergub No.
636 Tahun 2002 Tentang STOK UP-IKM Prov. Kalbar.
Berdasarkan observasi awal pada UP-IKM Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat
terdapat fenomena yang berkaitan dengan masalah kinerja
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yang menunjukkan bahwa pada UP-IKM belum
maksimal. Hal tersebut dilihat dari 3 indikator yaitu pada
aspek produktivitas, responsivitas,dan kualitas pelayanan.
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan
salah satu faktor penting dan utama dalam mewujudkan
good governance dan merupakan salah satu indikator
kinerja birokrasi publik dalam hal produktivitas. Menurut
santosa (2008:136) mengatakan bahwa masih banyak
praktek-praktek birokrasi yang menganut birokrasi weber
dan itu merupakan kendala yang dihadapi oleh sistem
birokrasi, praktek tersebut salah satunya adalah kualitas
sumber daya manusia aparatur yang masi h rendah.
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012, di UP-IKM masih
lterdapat beberapa yang latar belakangnya hanya lulusan
S, _sehingga untuk meningkatkan produktivitas
d|perlukéﬂ eiklat-diklat yang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi (TUFQ&SI) masing-masing. Selain itu di UP-
KM belum ada pejabatfungsonal Formasi fungsional di
UP-IKM ‘masih kosong, tsehingga hal-hal teknis yang
seharusnya « dilakukan pej"abat fungsional tertentu
dilakukan oleh staf adminsifas umum. Hal ini
dikarenakan tenaga UP-IKM tidak sesuai dengan
b|dangnya sehingga pekerjaan tidak dulakukan dengan
efektif dan efisien. N
: Selanjutnya mengenai.» kualitas layanan menjadi
isemakin penting dalam menjelaskan kinerja organisas

‘pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhas(;gp layanan
dapat dijadikan indikator kiferja organi publik.
Diddam UP-IKM terdapat = permasal yang

berhubungan dengan kudlitas layanan. Hal ini terlihat
pada tahun 2012 untuk melakukan pembinaan dan
pelatihan, UP-IKM belum mampu menJanékau semua

*-"[(abupaten kota secara luas, karena luasnya jangkauan

'W|Iayah di Kadimantan Barat. Sehingga untuk

' _memberikan pelayanan pembinaan dan pelatl han sedikit

terhambat

Kemudian responsivitas d|masukkdn sebagai salah
satu “indikator kinerja karena resgonsivitas secara
langsung menggambarkan kemampuqrf organisasi publik
dalam-menjalankan. mis dan tujuannya, terutama untuk
memenuhi _kebutuhan masyarakats” Responsivitas yang
rendah ditunjukkan dengan kesel@rasan antara pelayanan
dan. kebutuhan ‘masyarakat. Pada tahun sebelumnya UP-
IKM masih belum efektif, hal"ini mengenai kemampuan
yang dimiliki UP-IKM. Sehingga untuk merespon IKM
dalam mel akukan=pel &i han dan pembinaan sesuai dengan
Kabtituhan belum optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang
dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
di Dinas tersebut khususnya di UP-IKM Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provins Kalimantan
Barat. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kinerja UP-IKM, Sehingga
dengan mengetahui bagaimana kinerjanya diharapkan
dapat mengetahui hambatan-hambatan yang ada serta
dapat menjadi masukan.

Agar penelitian ini tidak teralu luas dan untuk
membatasi ruang lingkup permasalahan dan ruang
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lingkup lokasi, maka penulis membatasi permasalahannya
pada produktivitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan
dalam memberikan pelatihan dan pembinaan. Adapun
tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk mengetahui
Kinerja UP-IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provins Kalimantan Barat, khususnya:

1) Untuk mengetahui produktivitas UP-IKM Provinsi
Kalimantan Barat.

2) Untuk mengetahui responsivitas UP-IKM Provinsi
Kalimantan Barat.

3) Untuk mengetahui kuaitas Pelayanan UP-IKM
Provins Kalimantan Barat.

B. Metode Pendlitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitiaf.,
deskriptif dengan metode pendekatan kualitetif. Adapun
langkah-langkah penelitian  yange#dilakukan dalam
penyelesaian penditian ini ad“ald‘f melakukan penelitian
pendahuluan, membuat usulan penelitian, pengambilan
data sekunder, wawtancara, analisis« data; penyusunan
laporan penelltlar#sknps Tempat dan waktu penelitian
d|Iakwnakanu_=cd| UP-IKM “Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi 'Kalimantan Barat, berkenasan
dengan swaktu penelitian ini dilaksanakan‘selama + 3
bulan-éetelah usulan penelitian disetujui oleh,para dosen
pe[:guu dan dosen pembimbing pafda saat usulan
penelitian telah diseminarkan. Subjek peénelitian adalah
Kepala UP-IKM Dinas Perindustrian dan: Perdagangans=
Provins Kalimantan Barat, Sub Bagian Tata Usaha-UP-=
IKM, Seks' Bimbingan Pasca Pelatihan., @ Seksip
Bimbingan Penyelenggaraan Pelatihan, Alumni Peserta
Pelatihan.. Sedangkan objek penelitian Objek penell tian
adalah ini mengarahkan kepada “Kinerja UP-IKM| Din
Perfhdustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan
Provm5| Kalimantan Barat”. Dalam penelitian .jin yap
digunakan sebagai instrument pengumpulan datp,ad aﬁ
peneliti, itu sendiri, pedoman wawancara, dan éat o
demumentasi. Teknik pengumpulan data yang dlgunaliéh
peneliti 'dalam upaya memperoleh data adalah dengan
observasi,’ wawancara, dan -dokumentasi. Selain itu,
aktivitas analisis data terdiri dari -3 tahap yaitu
meringkas
display), dan "menyimpulkan (verification). Sedangkan
untuk mendapatkan validitasnya  menggunakan [teknik -°
triangulasi sumberfidata, triangulasi teknik’ pengumpulan
data, triangulasi waktu.ggngumpulan data.

—— ——
e

C. KAJIANTEORI

Model yang digunakan untuk menganalisis kinerja
adalah Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan
oleh Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) meliputi lima
indikator :

1) Produktivitas.
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat
efisensi, tetapi juga efektifitas pelayanan.
Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio
antara input dan output.

2) Kuadlitas Pelayanan
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ata (data reduction- ), memaparkan (data™ ~

4)

!c.-'

Isu mengenai kualitas cenderung menjadi semakin
penting dalam menjelaskan kinerja organisasi
pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang
terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena
ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan
demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan
dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
Keuntungan utama menggunakan  kepuasan
masyarakat sebagai indikator kinerja adalah
informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali
tersedia secara mudah dan murah. Informasi
mengenai  kepuasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media
massa atau diskusi publik. Karena akses informasi
mengenaj kepuasan masyarakat terhadap kualitas
anan relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi

sat[}*ukyran kinerja organisasi publik yang mudah
dan muraFr-dJQergunakan Kepuasan masyarakat bisa
menj adi paramenter untuk menilai kinerja organisasi
publik.
Responsivitas
Responsivitas,iadalah kemampuan birokrasi untuk
‘mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda
¢ dan prioritas pelayanan, dan “mengembangkan
program-program pelayanan publik SQ.SJal dengan
kebutuhan masyarakat, Y
Reﬁponsbllltas yaitu menjelaskan ) apakah
pelak&anaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan

i sesuai  dengan prinsip-pfinsip admmlst}fas yang
benar dengan kebijakan = birokrasi, Qak yang
eksplisit maupun impilisit.
Akuntabilitas f
Akutanbilitas  menunjukkan=" sebergpa  besar
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik{tunduk pada
para peiabat politik yang dipilih foleh rakyat.
Asumsinya adalah bahwa para pe]abat politik
tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan
sendirinya  akan  selau nerepresentasikan
Kepentingan rakyat. 7

¥
o
'

HASIL DAN PEMBAHASAN/

Dari pemabaman tentang Kiherja UP-IKM Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Prévinsi Kalimantan Barat
masih kurang optimal. Hal jni dilihat dari beberapa
indikator: ¥

1. Produktivitas. &

Faktor__yang- mempengaruh| produktivitas adalah
tifigkal pendidikan. Latar belakang pendidikan akan
mempengaruhi produktivitas, karenanya perlu diadakan
peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja
Pendidikan dipandang sebagai suatu invesatasi di bidang
sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas dari tenaga kerja. Oleh karena itu
pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor
penting dalam organisasi perusahaan. Pentingnya
pendidikan dan latihan disamping berkaitan dengan
berbagai dinamika (perubahan) yang terjadi dalam
lingkungan perusahaan, seperti perubahan produksi,

“":. .

3)

5)

D=
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teknologi, dan tenaga kerja, juga berkaitan dengan
manfaat yang dapat dirasakannya.

Terkait dengan masalah kinerja UP-IKM Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat
dapat dikatakan belum optimal, dilihat dari segi
produktivitasnya.

Penulis melakukan wawancara dengan (SB),
mengatakan bahwa:

“memang, sangat ditunjang oleh kualitas sdm,
kualitas sdm itu di pengaruhi tingkat pendidikan,
kemudian tingkat kemampuan, kemampuan
melakukan aplikas komputer, karna sebagian
pekerjaan kantor kan sudah menggunakan teknik-
teknik aplikasi, hah dan ini kendala disini* Tt
Sebagian besar sdm kite, ape namenye adalah
pendidikan umum ,kemudian gphiés komputer kite
juga masih rendah sehmgga"broduktlfltas juga tidak
maksimal, karna itu,tadi kemampuan mereka dalam
aplikasi komput‘er"juga dan itu sangat*mengganggu
penlngkatanr produktivitasnya. . Jadi " itu semua
adalah Ipaernang faktor-faktor yang mempengaruhi,

pertapia  tingkat ""pendidikan, kedua tingkat
kemampuan teknis= dalam operasional komputer,

Jkemudian kemampuan teknis melakukan penguasaan
# tugas dan ‘pekok (TUPOKS) karna kualitas sdm
memang, latar belakangnya juga SLTA, iya

T

|

\ mak5|mal ™ (pada tanggal 17 Febuari 2014) -

| Dari. wawancara di atas menunjukkan bahwa
kualitas sumber daya manusia sangat mempengéruhi
praduktivitas yang ada di UP-IKM. Masih kurangny
kemlampuan yang dimiliki UP-IKM. Hal ini terlifiat g
kemampuan dalam mengaplikasikan komputer yéng qda
di UP4KM masih kurang.
Wawancara juga dilakukan kepada (Es), bahwa ’L

L1
“Kalau dari segi dana yang tersedia dari anggarlén
tercapai sesuai dengan..target rata-rata Sesuai
dengalilaporan lakip , semua yang menjadi.sasaran
yang dil:
hamper 1@0 persen , kemudian untuk dananya juga
93 persenan, untuk setiap [kegiatan ini
dibilangkan thi sudah efektif ya. Kalau'efisien litu
kan dibandingkan output keluarannya jumlah apa
itu, jumlah alumninya =seslai, _dengan target.
Kemudian secara kualitas alumni jugaterjadi
peningkatan pengetahuan mereka dari sebelum
pelatihan dengan tidak pelatihan. Terus, ditanya
faktor penghambatnya, pertama kali memang yang
mempengaruhi itu pola pikir atau menset dari sdm,
jika sdmnya itu mmpunyai pola pikir bahwa suatu
pns itu mmpunyai tanggungjawab  untuk
melaksanakan tupoksinya maka apa-apa yang akan
melaksanakan apa-apa yang dilakukannya sesuai
dengan tugasnya dengan aturan yang ada tidak
hanya melaksanakan tugas tetapi tanggung jawab
dalam pelaksanaan tugas itu. Contohnya, jika dia
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kan?sehingga dalam analisa TUPOKS' belums=

Wang
| ’keterampllan yang dimiliki UP-IKM. Dikatakan bahwa

ilakukan masing-masing .itu kan sudah™

hisa -*

menjadi panitia dia tidak hanya terlepas dari
sekedar panitia tetapi harus punya tanggungjawab
sendiri sebagai panitia itu apa. Panitia itu kan mulai
dari persiapan sampai berjalannya pelatihan
mereka harus membuat suatu laporan itu sendiri kan
harus mencerminkan apa-apa yang menjadi tujuan
dari kegiatan itu terus proses kegiatan itu seperti
apa. Nah, data-data dari pelatihan itu juga harus
terkaper dalam pelatihan. Jadi memang pola pikir
trus pengetahuan mengenai suatu pelatihan itu
sangat berpengaruh ke hasil produktivitas dari
kegiatan itu sendiri. Kemudian pendidikan seperti
yang kita bicara tadi kalau pendidikan memang
sangat  berpengaruh  pola  pikir  terhadap
keterampilannya, apalagi kita memang sebagian

: “wshesar stafnya SMA.”(pada tanggal 17 Febuari
201?21)

Dari pernyataa‘mtgrsebut, bahwa penghambat dari
tingkat produktivitas adlalah dari pola pikir dan
pengetahuan yang mengenai “suatu kinerja. Jika sumber
daya manusia.mmpunyai pola pikir bahwa suatu pns
mmpunyai  tanggungjawab  unttk  melaksanakan
tupeksinya, maka apa-apa yang dilakukannya sesuai
dengan tugasnya dengan .aturan yang aia__tidak hanya
melaksanakan tugas tefapic tanggung jawgb dalam
ipelaksanaan tugas itu.Karena pola pikir dan pengetahuan
‘yang' dimiliki sangat berpengaruh ke hasil prq[duktlwtas
dari' kegiatan yang dilakukan UP-IKM.

Berdasarkan observas dengan hasil wawancara
beberapa informan di atas, dapat inenggamba(kan masih
terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja,
diantaranya masalah produktivitasyang di m|uk| UP-IKM
lebih diindikasikan pada pendidikan dan

,_pend|d|kan dan keterampilan menjadi fakior pendukung
tapi juga faktor penghambat. Hal ifi  dikarenakan
terbatasnya sumber daya manusia sehi ngga kinerja masih
belunToptimal.

2. —Kualitas Pelayanan

Orientasi—pada pelayanan menunjuk pada seberapa
banyak  energi  birokrasi Jdimanfaatkan  untuk
penyel enggaraan: pelayanan gt:lblik. Sistem pemberian
pelayanan dapat memberikan#pelayanan yang baik dapat
dilihat dari seberapa b&eamyfa sumber daya manusia yang
dimiliki oleh birokras secara efektif didayagunakan untuk
feldyani kepentingan pengguna jasa. Idealnya, segenap
kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparatur
birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk
melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa.
Kemampuan dan sumber daya dari aparat birokrasi sangat
diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai.

Hasil wawancara (Sh), bahwa:

“kalo ditanya hambatan sih pasti ada ya. Balik lagi
kita ke produktivitas, hambatan disini sumber daya
manusianya terbatas, tenaga-tenaga instruktur juga
karna disini yang senior-senior memasuki pensiun
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jadi itu kendalanya. Kalau yang lain dari sis
pembinaan-pembinaan karna luas jangkauan
wilayah itu, kita nda bisa menghendel semua
kabupaten kota secara luas ditambah infrastruktur
yang kurang memadai, serta biaya. Sehingga buat
program-program pun secara prioritas saja.
Selanjutnya sarana dan prasarana, disini kan
sarana dan prasana sangat menunjang aktivitas
disini. Bagaimana untuk menyiapkan kualitas
pelayanan yang bagus, sehingga perlu peralatan-
peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk
memberikan pelayanan.”(pada tanggal 17 Febuari

2014)
Wawancara dilakukan  kepada (Es), (o .
mengatakan: o i

“kalau kualitas pelayanap‘-ﬁngmang masih dapat
dikatakan belum optimal lal. Karna kan yaaa itu tadi
terbatas sumber daya manusia nya ditambah.infrastruktur
yang kurang, jadi, ag"ak sulit untuk memenuhi pelayanan
secara optimals? #(pada tanggal. 17 Febuari 2014)

»

Berkaitan denganh kualitas pelayanan, hambatan
yang afla pada UP-IKM dalam kualitas pelayanan adalah
sumber daya manusianya yang masih terbatas, terutama
palla tenaga-tenaga instruktur. Karena datam memberikan
pelayanan  UPHKM harus memiliki

Selanjutnya - kualitas pelayanan dalam pemblnaan
pembinaan masih belum optimal. Hal ini terlihat untuk
memberikan pembinaan di luar jangkauan Katlupaten
Kota belum dapat dijangkau semua. Karena“tu ya
W|Iayah ditambah infrastruktur yang kurang m mada
serta s | biaya-biaya pendukungnya. Selanjutnya.. énp
memb!;nkan pelayanan, UP-IKM harus “memi Lkl
peralatan-peralatan yang sesuai dengan  kebutufian
sehingg dalam kualitas pelayanan berjalan.dengan baik:
Penuhswga mewawancarai (Uyn), bahwa:
“Mentirut saya, kalo~disisi pelatihan belum ada
hambal%‘wayang besar lah_ye. Bahkan kami -disini-
sudah ada konsultasi pelatihan, kemudian arah nya

mau kemafa setelah pelatihankami layanilah. Tapi .

yang paling fauncul kendala setiap ‘pelatihan’ini kan
paling seranei"_gan prasarana, otomatis ini yang
sangat berpengarthlah,ye. Kalau sebelumnya kita
kelapangan kendaraan pribadi:"Sedangkansfasilitas
disini memang harus sangat mendukung, seperti
gedung kemudian peralatan-peralatan pendukung
pelatihan.”(pada tanggal 17 Febuari 2014)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa
terdapat faktor yang mendukung maupun yang
menghambat pekerjaan terlebih dalam melakukan
pembinaan-pembinaan, diantaranya terbatasnya sarana
dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi, terlihat
peralatan-peralatan pendukung pelatihan dan kendaraan
yang dimiliki UP-IKM belum memadai.
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“tenaga-tenaga_
instruktur yang-memiliki keterampilan. Pada tahun-2012-
tenaga-tenagarinstruktur di UP-IKM memasuki pensiun.

Hal ini sgjalan dengan hasil wawancara terhadap
(Tj), mengatakan bahwa:

“kalau di pasca pelatihan yaa itu tadi, karna
terbatasnya keterampilan-keterampilan sehingga
untuk melakukan pelatihan-pelatihan, pembinaan
kita memerlukan tenaga yang mempunyai
keterampilan dari luar UP-IKM. Sehingga untuk
mendatangkan tenaga-tenaga teknis  tersebut
membutuhkan dana yang cukup besar. Dan inilah
hambatan atau kendalanye, terbatas tenaga-tenaga
yang mempunyai keterampilan, dan terbatasnye
dana. Kalau untuk pelatihan kan saya rase sih
cukuplah, tapi kalau untuk pasca kan kita
melakukan pelatihan diluar lapangan, nah tenaga-
"’-»‘-tenaga yang untuk diturunkan dilapangan terbatas,
seh‘nggg untuk memberikan pelayanan melalui
pembinaafts, . pelatinan  belum maksmal lah.
Selanjutnya sarapa dan prasarana UP-IKM tidak
memiliki sarana rﬁE)bi.I_i}as kantor kendaraan dinas
roda dua sehingga untiksmel aksanakan pembinaan
masih terhambat.”(pada tanggal 17 Febuari 2014)
_~"Berdasarkan wawancara di  atas, mengenai
keterbatasan keterampilan-sehingga untuks,memberikan
layanan pelatihan belum maksimal. Hal ini dikarenakan

-terbatasnya tenaga-tenaga yang” memiliki ketérampilan.
‘Selapjutnya terbatasnya sarana dan prasaran

UP-IKM
tidak memiliki sarana mobilitaS dan kendaraan roda dua
sehingga untuk memberikan ~pelayanan pembinaan
dilapangan masih terhambat. Padahal.jpembinaan tersebut
sangat  dibutunkan  untuk . melancarkan  dan
mengsukseskan kinerja UP-IKM sehmgga "tUJuan UP-

*-"1KM dapat tercapai.

Selanjutnya wawancara (Dn), mengatakan bahwa:

“kalo UP-IKM pelayanan disini sih g"ukup bagus lah
yeh. Saye kan alumni pelatihan CEFE. Misalnye
mereka tuh memberikan pelayanan  berupa
pelatihannye.dengan baik. Dulu{uh sayekan orang
—nye pemalu tapi semejak ikut pelatl han CEFE tuh,
alhamdulillah-saye ade perubahannye. Selain saye
tau ade wirausaha sepertigape. Trus kalo kinerja
kualitas pelayanannye lal" baiklah, dari sikap die
nye kask pelajaran buat kite, cuma dulu tuh
palingan cuma ade maéalah dikit, misalnye masalah
konsurns,-jak 'yang nda beselera atau ape. Kalo
w==“sarana dan prasarana sih sangat pengaruh lah saat
ikut pelatihan ni. Waktu saye tuh, pelatihannye
masih di gedung SMTI nah mungkin mereka ni sewa
lah atau ape gituk. Trus belum ada infokusnye lah ,
trus pengajarannya pun semue pake manual. Kalau
disuruh kasi saran sih, seharusnye dari sistem
pengajarnya jak nda gituk-gituk aja.”(pada tanggal
17 Febuari 2014)

Hasil wawancara diatas menunjukkan sarana dan
prasarana menjadi faktor yang sangat penting terhadap
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hasil kerja UP-IKM, keterbatasan sarana dan prasarana
penunjang sangat mempengaruhi kinerja.

Berdasarkan observasi dengan beberapa informan
mengenai  kualitas pelayanan UP-IKM, dapat dilihat
sulitnya memberikan kualitas pelayanan  melalui
pembinaan, pelatihan diluar UP-IKM. Hal ini dikarenakan
terbatasnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
UP-IKM, sehingga UP-IKM harus mendatangkan tenaga-
tenaga teknis yang mempunyai keterampilan untuk
memberikan pelayanan pelatihan dan pembinaan.

Selanjutnya kurangnya dana anggaran yang
diberikan oleh pemerintah juga mempengaruhi kinerja
UP-IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat. Berdasarkan perbandingan anggaran

dan realisas tahun 2012, anggaran dana tahume2012%e,,

adalah sebesar Rp.1.049.029.00,00 sedangkan anggaran
yang direalisasikan sebesar Rp. 977,982°931 atau 93,22%
sehingga masih terdapat beb"graﬁa kegiatan yang ada
dalam Renja UP-IKM Provrns Kalimantan Barat Tahun
2012 tidak dapat dllaksanakan pada tahun yang berjalan.
Sarana dan-prasarana juga berperanpenting dalam
pel aksanaan Lprbgram program: kinerja yang ada di UP-
IKM Dinas" Perindustrian ‘jdan Perdagangan Provinsi
Kaimantan Barat, seperti disebutkan pekerjaan yang
terbagr di kantor- dandilapangan, sarana dam prasarana
sapgat berpengaruh. * Berdasarkan data LAKIP Tahun
2012, pada UP-IKM Dinas Perindustrian dan

Iﬂerdagangan Provins Kalimantan Barat tidak memitiki==
untuk=

Kendaraan _dinas/operasional roda 2 (dua)
bl'mbingan di lapangan, sehingga pekerjaan menjadip
saglikit terhambat. $
3.1 Responsivitas

ﬁ Responsivitas disini menunjuk pada k%elarasaﬂ
A
h S

ant&a program dan kegiatan pelayanan dengan kébut

dan $p| rasi masyarakat. Sebuah birokrasi dapat di katalgan
bertanggungjawab jika mereka nilai mém.purjyai
responsivitas atau daya tanggap yang tinggi terhadap apa
yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, q&
aspiras ‘masyarakat yang mewakilinya. "Mereka cepat
memahamiy apa yang terjadi_tuntutan.publik dan berusaha
semaksimaly mungkin memenuhinya. Mereka dapat

menangkap Masalah yang ‘dihedapi oléh public dan™ -
berusaha utnuk‘. mencari jalan keluar atau solus yang

baik.

Responsmtas.ﬂ dimasukkan sebagai’ salah. satu
indikator Kkinerja karena responsivitas secara langsung
menggambarkan kemampUan-erganisasi publik dalam
menjalankan misi  dan tujuannya, terutamauntuk
memenuhi  kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang
rendah ditunjukkan dengan ketidakselaran antara
pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas
menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan
misi dan tujuan organisasi publik. Organisas yang
memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya
memiliki kinerjayang jelek pula.

Peneliti melakukan wawancara Kepada (Sh),
mengatakan bahwa:

Ethy Herita
[lmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnal mhsfisipuntan.co.nr

.?'l'.

““kalo responsivitas sih sebenarnya kurang maksimal
lah. Soalnya kan yaa itu tadi kurangnya sarana dan
prasarana bisa menghambat untuk menjalankan
misi dan tujuan yang ada di UP-IKM ini, terutama
untuk memenuhi kebutuhan. Setidaknya kita disini
harus menyiapkan sarana dan prasarana, dana
anggaranya. Adapun upaya yang dilakukan yaa,
kami harus mendorong untuk meningkatkan
kemampuan baik melalui pelatihan-pelatihan.
Supaya Kemampuan UP-IKM dalam menjalankan
misi dan tujuannya itu sesuai dengan rencana
strategis yang ada di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan berjalan sesuai. visi kami di sini kan
untuk memajukan industri. Sedangkan visi UP-IKM
kan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
e -mggﬁusianya.”(pada tanggal 17 Febuari 2014)

' |

Hasl Wi'avi“ranggra di atas dapat dikatakan faktor yang
menghambat UP-[KM_daam merespon IKM-IKM
terutama dalan mementhi, kebutuhannya adalah sarana
dan prasarana yang ada di UB: IKM Karena sarana dan
prasarana, kemudian dana anggarannya adalah faktor
pendukung

.~ Kepala Subbag Tata Usaha, mengafakan bahwa:

*“yaa yang menghambatyaa itu dia, kuran_g memiliki
siimber daya manusia,.sehingga untuk merespon
‘dalam kegiatan pelayanan teruta yang
i berhubungan dengan masyarakatnya agak sulit lah.
Apalagi kalo latar belakang yang d|m|I||k| sumber
daya manusianya. Kalo kemampuan karq sih, mesti
masih belum maksimal, kami yaa sebaik mungklnlah
menjalankan misi dan tujuannya’ (pad@ tanggal 17
Febuari 2014)

Keterangan ini  menunjukkan bahwa bagaimana
responsivitas UP-IKM terhadap masyarakat masih sulit.
Hal ini dikarenakan latar belakang yang dimilki sumber
daya manusianya masih terbatas, sehi ingga kemampuan
UP-IKM untuk .merespon semua masyarakat masih
dikatakan belum maksimal. Padahal® UP-IKM memiliki
vis menciptakan—sumber dayaSmanusia ikm yang
tangguh, professional, berwawasan, serta mampu mandiri,
sehingga ' UP-IKM harus dituntut sesuai dengan
TUPOKSI'masing-masing.

Hal ini sgjalan dengan hasil wawancara yang
d|Iakukan kepada«(®y1), mengatakan bahwa:

“kalo di bagian seksi penyelenggara saya sh,
hambatan bisa dibilang sudah bisa diatasi karena
dengan kerjasama. Memang disini kalo masalah
responsivitasnya paling terkendala rendahnya
tingkat responsivitas disini  terlihat  belum
maksmalnya tugas-tugas dalam informasi. Karna
disini kembali lagi pada tingkat pendidikan yang
kurang memiliki keterampilan sehingga memberikan
sesuai dengan kebutuhannya agak sulit. Kalo
ditanya kemampuan UP-IKM dalam menjalankan
misi dan tujuannya, saya nda berani ngamatin sisi
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lain dan nd berani berkomentar.”
Febuari 2015)

(pada tanggal 17

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan
bagaimana kinerja UP-IKM dalam merespon masyarakat,
kurangnya keterampilan sehingga untuk memberikan
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masih sulit.
Rendahnya tingkat responsivitas terlihat pada belum
maksi mal nya tugas-tugas dalam memberikan informasi.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada (Tj),
mengatakan bahwa:

“memang disini belum dikatakan optimal. Misalnya
dalam turun kelapangan petugas-petugasnya masih
ada yang belum efektiflah. Sdanjutnya kemamipUan™e.,
UP-IKM dalam menjalankan misi_dam tujuannya,

sebelumnya kan sudah saya, jelaSkan terbatasnya
kemampuan tenaga. Mgkaﬁya dalam pekerjaan
biasanya d|tumpang_+tmd|h atau diambil alih sama
atasan lah. Sehj_ngjga dalam melakukan:pembinaan,

memberikan,sesuai dengan kebutuhan agak kurang
mak5|malcrah ’(pada tanggal 17 Febuari 2014)

Hpsl wawancara di- atas, dapat dlgambarkan masih
kurangnya atau rendahnya responsivitas UP-IKM. Hal ini
masr'h terdapat hambatan atau kendalanya yang dihadapi
WUP-IKM. Keterbatasan kemampuan yarg dimiliki UP-

IKM dalam menjalankan misi dan tujuannya. Sehinggas
untuk melakukan pembinaan dilapangan yang seharusaya-

ai dengan kebutuhan masyarakat masih » belumy
maksimal. |

4 Berdasarkan keempat pembahasan yang felah
d|p'aparkan mengenai indikator kinerja menurut Dwiyant
(dalam  Pasolong,  2007:178)  vyaitu “fieng zj;'

produkuwtas kualitas pelayanan, dan responswtﬁh. dapa[
d|||hat‘ bahwa kekurangan-kekurangan pada ki ngqa y

IKM 'Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi o

Kalimantan Barat dipengaruhi oleh hal-hal yang berka:[é_h
antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan pada
produktivitas juga berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan responsivitas.

Yang peftama adal ah kurangnya produkuwtas datam™ ~

UP-IKM, keterbatasan sumbery-daya manusia tersebut

mempengaruhi dalam penyelesaian| pekerjaan.” Apabila -*

hasil kerja kurang memuaskan, akan mempengaruhi
penilaian terhadap ' kinerja UP-IKM. Selanjutnya
mengenai kurangnya keterampitansdan kemampuan yang
dimiliki UP-IKM, terlebih dalam  Keterampitan
penguasaan teknik, sehingga pekerjaan yang seharusnya
dapat dikerjakan dengan mudah karena keterbatasan
keterampilan pekerjaan menjadi belum maksimal.

Selain kemampuan dan keterampilan, masyarakat
yang terkait dengan pengembangan ikm juga menjadi
permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja UP-
IKM. Jarang saat melaksanakan pembinaan UP-IKM
mengalami  kesulitan dalam berkoordinasi  kepada
masyarakat dan kegiatan tidak berjalan dengan lancar,
sehingga akan mengganggu pekerjaan yang lain
kedepannya.
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Kurangnya dana anggaran yang telah ditetapkan
juga menjadi penghambat kelancaran kegiatan program-
program yang direncanakan. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, dana yang tersedia berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) bahwa anggaran
sebesar Rp.1.049.029.00,-, sedangkan anggaran yang
digunakan untuk beberapa kegiatan sebesar Rp.
977.932.931,00,-. Sehingga banyak kegiatan tidak
berjalan dan harus ditunda karena kurangnya dana yang
dibutuhkan.

Berdasarkan observasi  peneliti  produktivitas,

kualitas pelayanan, dan responsivitas kinerja juga
dipengaruhi oleh Kketerbatasan sarana dan prasarana
penunjang yang ada di UP-IKM.
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang
memgaklbatkan pekerjaan tidak berjalan lancar.
Kurangn%t K_endaraan roda dua dan kendaraan mobilitas
yang menyebabk@ pekerjaan sedikit terhambat, hal
tersebut yang memberikan dampak menurunnya kinerja
UP-IKM Dinas Permdusm.an dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat.

Tercapainya _tujuan suatu "organisasi merupakan
salah,“satu wujud' dari _keberhasilanssebuah organisasi
daam menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi
keberhasilan tersebut tidak dapat dilihats, begltu saja,
d| perlukan penilaian terhadapki nerjaorgamsm tersebut.

- Berdasarkan permasalahan’ yang telah dipaparkan
“sebelumnya yang berkaitan dengan indikator kiperja yang
dikémukakan oleh Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178)
mengenal  produktivitas, kuditas pelayanan, dan
responsivitas, maka dalam rangka penmgkal;an kinerja
harus memperhatikan berbaga .. perti mbahgan agar
peningkatan kinerja tersebut berjalan sesuai, dengan apa

*-"yang telah direncanakan. Sehingga akan mempermudah
| ’dalam pencapaian Visi dan Mis serta tujuan UP-IKM

' .Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat itu sendiri. j

E. - KESIMPULAN dan SARAN r"

1. Kesmpulan f
—Kesimpulan yang dapat diambil’ dari hasil penelitian

yang dilakukan-di-Dinas Perindustfian dan Perdagangan

Provinsi Kalimantan Barat khususnya di UP-IKM, antara

lain;

1) Produktivitas di UP- IKM Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provins® Kalimantan Barat belum
efektif dan efigen. Hal ini dikarenakan sumber daya

==“manusianya masih terbatas dan beberapa hanya
lulusan SMA. Selain itu hal-hal teknis yang
seharusnya dilakukan pejabat fungsional tertentu
dilakukan oleh staf adminstras umum, karena UP-
IKM tidak ada kesesuaian pada bidangnya sehingga
pekerjaan menjadi belum optimal.

2) Kuditas pelayanan UP-IKM dalam memberikan
pembinaan dan pelatihan masih belum optimal,
dikarenakan tenaga pelatih masih terbatas dalam hal
pelatihan maupun tingkat keterampilan. Selain itu
luas jangkauan menjadikan pelatihan dan pembinaan
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tidak dapat dilaksanakan diseluruh Kalimantan

Barat.

3) Rendahnya responsivitas UP-IKM yang ditunjukan
dengan belum mampunya UP-IKM memperbaiki
kualitas pelayanan dalam memberikan pembinaan
dan pelathan, serta belum tampak adanya upaya
untuk memperluas jangkauan kemampuan pelayanan
di seluruh Kaimantan Barat.

Selain itu, kinerja UP-IKM Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga dipengaruhi
oleh keterbatasan sumber daya pendukung yaitu sarana
dan prasarana penunjang pekerjaan yang seharusnya dapat
melancarkan penyelesaian pekerjaan, menjadi faktor
menghambat pekerjaan. Sulitnya melakukan pelatihan-
pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku IKMpya™Hal™w,
ini dapat dilihat dari tertundanya kegiatan yang dirancang
oleh UP-IKM, sehingga programi‘program dalam
pelaksanaan fungsi orgam&as tidak berjalan dengan baik.
Serta keterbatasan dana*' yang telah . dianggarkan
pemerintah Daerah ypng menyebabkan harus tertundanya
sebagian pekerjaam

Dari kesmpulan diatas; maka dapat ditetapkan
dalam pgnehuan infi""adalah  masih  rendahnya
produktivitas, rendahnya kualitas pelayanan, dan
rendahnya responsivitas sehingga dapat menghambat
pekerjaan yang sesuai‘dengan visi dan misi UP-IKM.

Saran =
1 Adapun saran-saran yang dapat penel|t| kemukakan_

agai bahWwa masukan untuk lebih meningkatkan mutap
dah manfaat penelitian ini, khususnya bagi instansi terkaltr
ddam hal _.ini UP-IKM Dinas Perindustrian dan

Perlagangan sebagai objek penelitian adalah sheb

berikut: - fq I
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